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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  

Pada era globalisasi ini, perkembangan teknologi dan informasi sudah 

sangat pesat dan sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Saat ini, 

perkembangan teknologi dan informasi menyebabkan hubungan satu negara 

dengan negara lain menjadi tanpa batas dan perubahan sosial, ekonomi, budaya 

terjadi begitu cepat.1 Kehadiran media sosial kini telah menyebar luas ke 

masyarakat dan banyak digunakan untuk bersosialisasi antar satu dengan satu 

sama lain dan dilakukan secara online. Sosial media memberikan banyak dampak 

positif, seperti contohnya masyarakat dapat memperoleh pengetahuan serta 

informasi - informasi penting dan dapat berkomunikasi tanpa memedulikan jarak. 

Tetapi tidak semua dampak sosial media positif, kebanyakan masyarakat 

menggunakannya secara berlebihan dan sewenang – wenang tanpa memikirkan 

akibat yang akan ditimbulkan. Internet memiliki beberapa karakteristik yang dapat 

membuat masalah – masalah seperti hak cipta menjadi tumbuh subur.2 Oleh sebab 

itu, semakin berkembangnya teknologi dan informasi maka semakin tinggi pula 

tingkat pelanggaran hukum di Indonesia. 

                                                           
1 Edi Santoso, Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia, (Jakarta : 

Prenadamedia Group,2018), hal.74 
2 Sutan Remy Syahdeini, Kejahatan & Tindak Pidana Komputer, (Jakarta : Pustaka Utama 

Grafiti,2009), hal.59  
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Masalah pun muncul ketika banyak orang yang melakukan tindakan 

pengkomunikasian tersebut tanpa izin, serta memperbanyak dan menyebarluaskan 

dalam waktu yang sangat singkat.  Hal tersebut tentunya telah merugikan pencipta 

dan telah melanggar hak cipta dalam HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Salah satu 

cara pemerintah melindungi hak pencipta adalah dengan memberikan 

perlindungan HKI (Hak Kekayaan Intelektual).  

Istilah HKI (Hak Kekayaan Intelektual) merupakan terjemahan dari 

Intellectual Property Right (IPR), sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 

7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (Agreement Establishing The World 

Trade Organization).3 Pengertian Intellectual Property Right sendiri adalah 

pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual 

manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu 

hak asasi manusia (human right).4 HKI (Hak Kekayaan Intelektual) adalah hak 

eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau 

sekelompok orang atas karya ciptanya.5 Pada intinya HKI adalah hak untuk 

menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang 

diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan 

intelektual manusia. 

Menurut Sri Redjeki Hartono HKI (Hak Kekayaan Intelektual) adalah 

suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan 

                                                           
3 Fanny Kurnia Abdi Praja, “Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)”, 

https://www.duniadosen.com/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/, diakses 7 September 2018 
4 Ibid.,  
5 Ibid.,  
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oleh negara.6 Kemudian Sudargo Gautama mengemukakan bahwa, Intellectual 

Property Rights atau hak milik intelektual adalah hak yang dimiliki oleh 

seseorang dari kreasi dan inovasi yang ditimbulkan, hal inilah yang menjadi 

esensi terpenting dari hak milik intelektual.7  

Pada dasarnya, HKI (Hak Kekayaan Intelektual) terbagi menjadi dua 

bidang, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Kemudian hak cipta terbagi 

lagi menjadi hak cipta dan hak terkait. Hak cipta, yang melindungi ciptaan di 

bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, misalnya buku, program komputer, 

ceramah, kuliah, pidato, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau 

drama musikal, koreografi tari, seni rupa dalam segala bentuk, arsitektur, peta, 

fotografi, sinematografi, bahkan hingga terjemahan dan karya lain dari hasil 

pengalihwujudan.8 Hak terkait dalam Undang – Undang Hak Cipta 2014 

menyatakan bahwa, “Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang 

merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau 

lembaga penyiaran”.9 Kemudian Hak Kekayaan Industri, terdiri dari Paten, 

Merek, Desain Industri, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, 

Rahasia Dagang.  

Indonesia sejak tahun 1982 telah mengeluarkan Undang-Undang tentang 

hak cipta yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 yang telah mengalami 

                                                           
6 Dimas Yogaskara, “Tinjauan Umum Tentang Hak Merek Sebagai Objek Hak Kekayaan 

Intelektual”, http://repository.unpas.ac.id/31750/6/BAB%20II.pdf, hal. 27 
7 Dionisius Tuli Bue, “Peran Kepala Adat dan Kedudukan Masyarakat Pengemban Dalam 

Melindungi Nilai Upacara Reba Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional, http://e-

journal.uajy.ac.id/11204/3/2MIH02400.pdf , hal. 33 
8 Desy, “Sekilas tentang Hak Kekayaan Intelektual Indonesia”, http://klikonsul.com/sekilas-

tentang-hak-kekayaan-intelektual-indonesia/ , diakses 7 September 2018 
9 Pasal 1 angka 5 Undang – Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

http://repository.unpas.ac.id/31750/6/BAB%20II.pdf
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beberapa kali perubahan yaitu menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. 

Namun karena perkembangan Hak Cipta di Indonesia begitu pesat yang 

mengakibatkan banyak terjadinya pelanggaran hukum di bidang Hak Cipta maka 

pemerintah dan DPR RI mengeluarkan Undang – Undang baru untuk lebih 

melengkapi Undang – Undang Hak Cipta yang lama yaitu Undang – Undang No. 

28 Tahun 2014. Selain melanggar Undang – Undang Hak Cipta 2014, 

pelanggaran tersebut juga melanggar ketentuan Undang – Undang  No.11 Tahun 

2008 yang kini telah mengalami perubahan yaitu menjadi Undang – Undang No. 

19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  

 Pengertian Hak Cipta telah diatur dalam Undang – Undang Hak Cipta 

2014 yaitu, “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk 

nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

– undangan”.10  Dalam Pasal diatas telah jelas bahwa, hak eksklusif merupakan 

hak yang diperuntukkan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pihak yang boleh 

memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.11 Hak Eksklusif terdiri atas 

dua hak yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk 

mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu karya cipta serta produk hak terkait.12 

Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku 

                                                           
10 Pasal 1 Ayat 1 Undang – Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  
11 Abi Jam’an Kurnia, “Ancaman Hukuman Bagi Pengunduh Film Bajakan”, 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509b40da6ae66/download-film-bajakan# , diakses 25 

Februari 2018  
12 Hendra Tanu Atmadja, “Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil 

Law dan Common Law”, https://media.neliti.com/media/publications/87108-ID-konsep-hak-

ekonomi-dan-hak-moral-pencipt.pdf , diakses 7 September 2018 
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yang tidak dapat dihapus atau dihilangkan dengan alasan apapun, meskipun hak 

cipta atau hak terkait tersebut telah dialihkan kepada pihak lain.13 Secara umum, 

salah satu masalah pelanggaran hak cipta terjadi karena adanya pelanggaran atas 

hak moral dan hak ekonomi. Hal tersebut terjadi karena tingkat kesadaran serta 

pemahaman masyarakat yang masih rendah untuk menghargai hasil karya orang 

lain. 

Dalam penjelasan Undang – Undang Hak Cipta 2014 Pasal 40 ayat (1) 

Huruf m, Karya sinematografi termasuk dalam ciptaan yang dilindungi, “Karya 

sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak antara lain film 

dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibu pembat dengan 

skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, 

pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan 

untuk dipertunjukan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya”.14 Karya 

sinematografi adalah bagian dari teknik pembuatan film, dan karya sinematografi 

merupakan bagian dari film. Jangka waktu perlindungan karya sinematografi atau 

film diatur dalam Pasal 59 Undang – Undang Hak Cipta Tahun 2014, yaitu 50 

Tahun sejak pertama kali dilakukan pengumunan.  

Definisi film sendiri diatur dalam undang – undang perfilman tahun 2009 

yaitu, “Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media 

komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau 

                                                           
13 Ibid., 
14 Pasal 40 Ayat 1 Undang – Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 
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tanpa suara dan dapat dipertunjukan”.15 Maka mengedarkan film tanpa izin 

merupakan tindakan pelanggaran hak cipta. Melakukan perekaman baik dalam 

bentuk suara atau gambar, dengan atau tanpa izin dari orang yang terlibat di 

dalamnya menjadi hal biasa yang dilakukan masyarakat terutama di era teknologi 

modern, dimana merekam dapat dengan mudah dilakukan dengan ponsel. 16 

Contoh pelanggaran yang pernah terjadi yaitu pada kasus film yang berjudul 

“Warkop DKI Reborn : Jangkrik Boss Part 1” , dimana sebuah rumah produksi 

yaitu Falcon Pictures membuat sebuah laporan kepada pihak Polda Metro Jaya 

atas orang yang diduga melakukan pembajakan film tersebut. Pembajakan film 

tersebut dilakukan secara live streaming dengan menggunakan sebuah aplikasi 

yaitu Bigo Live. Hal tersebut tentunya merupakan tindakan yang sangat 

merugikan pencipta dan sekaligus perbuatan yang dapat dikenakan tindak pidana.  

Kemudian tidak hanya terjadi pada Bigo Live, beberapa pelanggaran juga 

seringkali ditemukan pada sebuah aplikasi Instagram. Instagram merupakan salah 

satu media sosial yang kini sedang marak digunakan, di dalam Instagram terdapat 

fitur Insta-story yang dapat memaparkan video berdurasi 15 detik. Tindakan 

memposting film bioskop dan menyiarkannya di Insta-story merupakan sebuah 

pelanggaran. Sebelum film bioskop dimulai pun, telah terpampang sebuah aturan 

yang menyatakan bahwa penonton dilarang mengambil gambar dalam bentuk 

apapun, apalagi jika sampai merekam. Namun belakangan ini, penikmat film yang 

                                                           
15 Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 
16 Ariyani Na, “Bolehkah Merekam Tanpa Izin yang Bersangkutan?”  

https://www.kompasiana.com/ariyani_12/bolehkah-merekam-tanpa-izin-yang-

bersangkutan_566249d163afbdd21ac74814, diakses 27 februari 2018 
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sekaligus pecandu media sosial telah menyalahgunakan dengan sesuka hati 

mengambil gambar dengan latar film yang sedang diputar.17 

 Skripsi ini merupakan penelitian yang berkaitan dengan hak cipta, salah 

satu masalah yang ingin diangkat dalam skripsi ini, adalah masih tingginya 

pelanggaran hak cipta yang dilakukan masyarakat yang  dengan sengaja 

memposting film bioskop yang kemudian disiarkan kedalam Insta-Story. Maka, 

setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak melakukan perbuatan merekam untuk 

penggunaan secara komersial dapat dikenakan tindak pidana berupa penjara 

dan/atau denda. 

1.2. Rumusan Masalah  

 Dari latar belakang di atas maka dapat diambil beberapa permasalahan 

yaitu :  

1. Apakah tindakan memposting film dalam Insta-Story sudah termasuk 

pelanggaran Hak Cipta (copyright) film?  

2. Apakah Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta efektif 

dalam menanggulangi pelanggaran Hak Cipta?  

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka dapat 

dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini, yakni sebagai berikut:  

                                                           
17 Puput Tripenia Juniman, “Sebar Cuplikan Film di Medsos Termasuk Pembajakan”, 

https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20170321034054-220-201581/sebar-cuplikan-film-di-

medsos-termasuk-pembajakan , diakses 26 februari 2018  
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1. Untuk mengetahui apakah tindakan tersebut telah melanggar Undang – 

Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta  

2. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas Undang – Undang No. 28 

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta  

1.4.  Manfaat Penelitian   

  Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara 

teoritis maupun praktis dan diharapkan dapat memberi tambahan konstribusi bagi 

pokok – pokok kepentingan baik untuk kepentingan praktek maupun teoritis 

antara lain sebagai berikut :  

1. Manfaat teoritis   

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

informasi atau bahan pustaka secara lebih mendalam bagi  pengembangan 

ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dalam bidang Hukum Perdata. 

2. Manfaat praktis  

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan

 pemikiran-pemikiran dan tambahan informasi secara nyata serta 

 aplikatif terutama bagi penulis, yaitu dengan menelaah hasil dari penelitian 

ini, penulis akan semakin menambah wawasan mengenai hukum 

khususnya dalam perlindungan terhadap hak cipta di Indonesia dan 

bagaimana aplikasi dari hukum itu sendiri terhadap penelitian. Serta juga 

memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, pelaksana Undang-

Undang, Pemerintah maupun masyarakat secara luas, khususnya yang 
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bergerak di bidang hukum  perdata untuk dapat lebih menyikapi dan 

menindaklanjuti tentang permasalahan yang ada dalam rangka 

perlindungan terhadap hak cipta di Indonesia. 

1.5.      Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut :  

BAB I : Pendahuluan  

Dalam Bab I penulis menguraikan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penelitian.  

 BAB II : Tinjauan Pustaka  

Dalam Bab II penulis menjelaskan landasan teori dan konseptual 

yang memuat teori – teori hukum yang relevan dengan isu hukum yang 

dibahas. Landasan konseptual menguraikan konsep – konsep yang menjadi 

dasar pemikiran yang digunakan pada analisis rumusan masalah.  

 BAB III : Metode Penelitian   

   Dalam Bab III penulis menggambarkan jenis – jenis metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.  

 BAB IV : Hasil Analisis dan Penelitian  

   Dalam Bab IV penulis menganalisa rumusan masalah berdasarkan 

peraturan perundang – undangan, landasan teoritis dan landasan 

konseptual.  
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 BAB V : Kesimpulan dan Saran  

   Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran 

yang telah dibahas dari mulai BAB I hingga BAB IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


